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ABSTRAK

	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyidikan tindak kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang. Penyidikan yang efektif merupakan kunci dalam penegakan hukum, terutama dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan penyidik, analisis dokumen kasus, serta observasi langsung terhadap proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang sudah berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya fasilitas pendukung. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas penyidikan meliputi pengalaman dan kompetensi penyidik, serta kerja sama dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan institusi terkait. Namun, hambatan seperti prosedur birokrasi yang kompleks dan kendala teknis dalam pengumpulan bukti seringkali memperlambat proses penyidikan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, perbaikan fasilitas pendukung, serta penyederhanaan prosedur birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyidikan di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya penegakan hukum.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyidikan, Tindak Kriminal  


ABSTRACTT
	This research aims to evaluate the effectiveness of criminal investigations at the Ilir Barat I Palembang Sector Police. Effective investigations are key in law enforcement, especially in ensuring that the judicial process runs fairly and efficiently. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews with investigators, analysis of case documents, and direct observation of the investigation process. The research results show that the effectiveness of investigations at the Ilir Barat I Palembang Police Sector is at a fairly good level, but there are still several challenges, such as limited resources, high workload, and lack of supporting facilities. Factors that support the effectiveness of investigations include the experience and competence of investigators, as well as cooperation with other parties, including the community and related institutions. However, obstacles such as complex bureaucratic procedures and technical obstacles in collecting evidence often slow down the investigation process. The recommendations given include increasing the capacity of investigators through training, improving supporting facilities, and simplifying bureaucratic procedures to improve the efficiency and quality of investigations at the Ilir Barat I Palembang Sector Police. With these steps, it is hoped that the investigation process can run more effectively and make a greater contribution to law enforcement efforts.
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Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus kriminal melalui proses investigasi yang efektif. Investigasi polisi melibatkan pengumpulan bukti yang bisa proses peradilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Namun, efektivitas penyidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kendala birokrasi, dan kompleksitas kasus yang ditangani. 
Kepolisian Sektor Ilir Barat (IB) I Palembang ini adalah salah satu institusi yang paling bergengsi dalam penegakan hukum di wilayahnya. Wilayah IB I, yang merupakan bagian dari Kota Palembang, memiliki dinamika sosial yang kompleks, dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan di wilayah ini menjadi sangat krusial dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.Namun, seperti halnya di banyak wilayah lain, pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang tidak luput dari berbagai tantangan. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan fasilitas, dan prosedur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Selain itu, kemampuan penyidik dalam menangani kasus-kasus yang beragam dan kompleks juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus kriminal.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa ada beberapa PTP yang jumlahnya lebih banyak daripada JTP yang terjadi pada tiga tahun terakhir, diantaranya untuk perkara Penganiayaan dengan JTP sebanyak 44 kasus disertai PTP sebanyak 60 kasus, perkara Narkoba dengan JTP sebanyak 25 kasus disertai PTP sebanyak 26 kasus, dan perkara Penggelapan dengan JTP sebanyak 23 kasus disertai PTP sebanyak 41 kasus. Hal ini terjadi karena PTP yang telah berhasil dilakukan merupakan juga JTP kasus yang telah terjadi ditahun-tahun sebelumnya yang tadinya belum terselesaikan, namun akhirnya berhasil diselesaikan. 

Tabel 1
JTP dan PTP Kriminal Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang Tahun 2019 - 2021
         
[bookmark: _Hlk105982710]
	No
	Perkara
	Tahun
	Jumlah

	
	
	2019
	2020
	2021
	

	
	
	JTP
	PTP
	JTP
	PTP
	JTP
	PTP
	JTP
	PTP

	1
	Curat
	87
	38
	52
	54
	10
	13
	149
	105

	2
	Curas
	10
	16
	7
	9
	4
	8
	21
	33

	3
	Curanmor
	108
	28
	9
	10
	3
	1
	120
	39

	4
	Cubis
	31
	9
	19
	19
	15
	12
	65
	40

	5
	Penganiayaan
	13
	12
	19
	20
	12
	28
	44
	60

	6
	Penggelapan
	4
	14
	15
	16
	4
	11
	23
	41

	7
	Penipuan
	1
	4
	3
	4
	
	 4
	4
	12

	8
	Asusila/Cabul
	1
	1
	2
	2
	
	
	3
	3

	9
	Pemerkosaan
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	10
	Pembunuhan
	2
	4
	2
	2
	
	
	4
	6

	11
	Sajam
	11
	11
	28
	28
	1
	1
	40
	40

	12
	Perjudian
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	13
	Pemalsuan
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	2

	14
	Pengeroyokan
	4
	8
	13
	15
	2
	5
	19
	28

	15
	Judi
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	16
	Pengerusakan
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	4
	4

	17
	Pengancaman
	
	2
	3
	2
	
	
	3
	4

	18
	Senpi/Handak
	
	
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	19
	KDRT
	1
	
	3
	3
	
	1
	4
	4

	20
	Narkoba
	6
	6
	13
	13
	6
	7
	25
	26

	21
	BBM
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	22
	Penadahan
	
	7
	2
	9
	3
	5
	5
	21

	Jumlah
	282
	163
	197
	211
	60
	83
	539
	457

	Persentase
	58 %
	107 %
	138 %
	85 %


        Sumber: Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang, 2022

[bookmark: _Hlk106569299]Tabel 2. Kompetensi Penyidik di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang
Tahun 2021

	No
	Jumlah Penyidik
	Pendidikan
	Sudah Dikjur
	Sudah Sertifikasi
	Sudah ada 
SKEP Penyidik

	
	
	SMA
	S1 Hukum
	
	
	

	1
	12
	4
	8
	2
	-
	6


[bookmark: _Hlk106570425]Sumber: Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang, 2022

Pada Tabel diatas, pada tahun 2021 terdapat 12 orang penyidik di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang, dengan tingkat Pendidikan Sarjana Hukum sebanyak 8 orang dan masih terdapat penyidik dengan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 4 orang. Terdapat 2 orang penyidik yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur), dan 6 orang yang sudah memiliki  Surat Keputusan tentang Penunjukan (SKEP) Penyidik. Namun belum terdapat penyidik yang memiliki sertifikasi uji kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM penyidik di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang belum terpenuhi. Diharapkan kedepannya kualitas pengembangan  sumber daya manusia semakin meningkat khususnya bagi reserse kriminal di Divisi Hukum Polsek Barat I Palembang sehingga penyidikan yang sama (sangat baik), dapat mengurangi terjadinya perubahan sejumlah tindakan kriminal. Permasalahan selanjutnya yaitu masih minimnya sosialisasi mengenai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dalam hal ini Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yang dilaksanakan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas. 
Berdasarkan uraian diatas, banyak sekali permasalahan yang ditemui di Wilayah Hukum Polsek Ilir Barat I Palembang seperti:
a. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi pada tiga tahun terakhir (2019 – 2021) menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan masyarakat. 
b. Belum terpenuhinya kompetensi SDM penyidik, dimana masih terdapat penyidik dengan tingkat Pendidikan SMA, dan belum ada penyidik yang memiliki sertifikasi.
c. Masih minimnya sosialisasi mengenai Kamtibmas, dalam hal ini Pembinaan dan Penyuluhan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polsek IB I Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA
Efektivitas
Menurut Steers (1991 : 1) efektivitas berasal dari kata efektif, yang artinya suatu kegiatan dianggap efektif apabila suatu kegiatan dapat menghasilkan keluaran tertentu. Suatu pekerjaan dikatakan baik apabila dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Penelitian ini mengggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985), dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang mengatakan tentang  efektivitas, sebagai berikut: 
1. PencapaiannTujuann 
Mencapai tujuan berarti melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan harus dianggap sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir perlu adanya integrasi dalam arti sintesis untuk mencapai bagian-bagiannya. Pencapaian tujuan memiliki banyak komponen, termasuk waktu dan tujuan;
2. Integrasii
Integrasi mengukur tingkat kemampuan organisasi dalam bersosialisasi, menciptkaan ide dan berkomunikasi dengan organisasi yang berbeda. 
3. Adaptasii
Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk beradaotasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, digunakan kriteria proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Hlk105833242]	          Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif untuk melihat atau menggambarkan realitas atau aspek situasi yang diteliti, karena memudahkan peneliti memperoleh data yang objektif untuk dianalisis. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk mengeksploitasi ide, pengalaman dan tantangan yang dihadapi penyidik selama bekerja.
Definisi operasional adalah pedoman operasional pengukuran variable atau informasi ilmiah untuk membantu penyelidikan lain yang memerlukan penggunaan variable serupa (Effendi, 2011:46). Definisi operasional yang digunakan untuk menganalisis Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang, didasarkan dari Teori Efektivitas berdasarkan Duncan (dalam Steers, 1985) yang memuat variabel, ukuran dan simbol sebagai berikut :
1. PencapaiannTujuann
a. TahapannProsessPenyidikanTindakkKriminall
b. SasarannPenyidikannTindakkKriminall
2. Integrasii
a. Mampu MelakukannSosialisasiiInformasiiMengenaiiTindakkKriminall
b. PengembangannKonsensussDengannBerbagaiiMacammPihakkYanggMemiliki Kepentingann(stakeholder) lainnya.
c. KomunikasiiTerkaittKoordinasiiDengannLembagaadannKepadaaMasyarakat MengenaiiTindakkKriminall
3. Adaptasii
a.ProsessPenentuannPenyidikkYanggKompetennTerhadappPenyidikann Tindak Kriminall
b.ProsessPenyidikannBerdasarkannAturanndannProsedurrYanggDitetapkannSecaraa Legall

	Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa tahapan berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)  yaitu analisis data dalam tiga tahap yaitu: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan pengambilan keputusan atau validasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. PencapaiannTujuann
a. TahapannProsessPenyidikannTindakkKriminall
Tahapan Proses Penyidikan Tindak Kriminal pada dimensi Pencapaian Tujuan tidak memiliki kekurangan/kendala yang berarti, dan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan; Tahapan proses Penyidikan Tindak Kriminal, yaitu diawali penyidikan, persidangan, pemeriksaan,  penyitaan, penangkapan, penahanan, dan penyerahan perkara kepada penuntut umum. Jadi, indikator ini pada dimensi Pencapaian Tujuan adalah efektif.

b. SasarannPenyidikannTindakk
 Kriminall
Indikator Sasaran Penyidikan Tindak Kriminal pada dimensi Pencapaian Tujuan tidak memiliki kekurangan/kendala yang berarti, dan telah sesuai dengan Sasaran Penyidikan Tindak Kriminal.  Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Sasaran Penyidikan Tindak Kriminal pada dimensi Pencapaian Tujuan adalah efektif.

2. Integrasii
a. MampuuMelakukannSosialisasiiInformasiiMengenaiiTindakkKriminall
Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi ini masih memiliki kekurangan/kendala. Walaupun Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang telah mampu menyampaikan informasi terkait kegiatan kriminal, termasuk integrasi teknis peradilan pidana kepada aparat penegak hokum, yang mencakup aspek intelijen dalam penyidikan pidana, dan penanganan perkara pidana, namun  masih memiliki kekurangan/kendala diantaranya masih minimnya sosialisasi mengenai Kamtibmas, dalam hal ini Pembinaan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Mampu melakukan sosialisasi informasi mengenai Tindak Kriminal pada dimensi Integrasi adalah belum efektif.
b. Pengembangan Konsensus Dengan Berbagai Macam Pihak Yang Memiliki Kepentingan (stakeholder) lainnya
Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi Integrasi tidak memiliki kekurangan/kendala yang berarti. Konsensus merupakan pengembangan kerjasama peradilan pidana sebagai wujud kesatuan mutlak. Dan dalam prosesnya, toleransi muncul sebagai bentuk pertimbangan aparat penegak hokum yang menghormati keberagaman latar belakang dan kepribadian aparat penegak hukum yang menghargai semua karakter dan latar belakang aparat penegak hukum.  Untuk menindak lanjuti temuan dan informasi dari aparat intelijen dan informasi masyarakat tentang kejahatan, penyidik sipil dan penyidik kepolisian melakukan operasi pengamanan. Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Pengembangan konsensus dengan berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) lainnya pada dimensi Integrasi adalah efektif.

c. Komunikasi Terkait Koordinasi Dengan Lembaga dan Kepada Masyarakat Mengenai Tindak Kriminal
Pada indikator ini, tidak memiliki kekurangan/kendala yang berarti. Komunikasi yang baik dalam rangka koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi penegak hukum yang terkait yaitu Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang, Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Pengadilan Negeri Kota Palembang, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan, telah dilakukan dalam upaya penyidikan terhadap tindak Kriminal, serta untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Komunikasi dengan masyarakat dalam penanganan tindak Kriminal yang dilakukan mengutamakan upaya pendekatan dengan : Preventif, Persuasif dan Represif. Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Komunikasi terkait koordinasi dengan lembaga dan kepada masyarakat mengenai Tindak Kriminal pada dimensi Integrasi adalah efektif. 

3. Adaptasii
a. ProsessPenentuannPenyidikkYanggKompetennTerhadappPenyidikannTindakk Kriminall
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Proses penentuan penyidik  yang kompeten terhadap Tindak Kriminal pada dimensi Adaptasi masih memiliki kekurangan/kendala. Belum terpenuhinya kompetensi SDM penyidik, dimana masih terdapat penyidik dengan tingkat Pendidikan SMA, dan belum ada penyidik yang memiliki sertifikasi. Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Proses penentuan penyidik yang kompeten terhadap Tindak Kriminal pada dimensi Adaptasi adalah belum efektif.
b. Proses Penyidikan Berdasarkan Aturan dan Prosedur Yang Ditetapkan Secara Legal
Pada dimensi ini tidak memiliki kekurangan/kendala yang berarti. Terdapat seperangkat undang-undang (sistem hukum) yang mengatur kegiatan kriminal. Jadi, Efektivitas Penyidikan Tindak Kriminal di Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang dari indikator Proses Penyidikan berdasarkan aturan dan prosedur yang ditetapkan secara legal pada dimensi Adaptasi adalah efektif.




KESIMPULAN
1. PencapaiannTujuan n
a.TahapannProsessPenyidikann   
   TindakkKriminal l
  Acara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain KUHAP, PERKAP No. 14 Tahun 2012 mengenai Manejemen Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 3 Tahun 2014 untuk SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, PERKABA No. 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, serta PERKAP, JUKLAK, JUKNISSlainnya; meliputi : kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum.
 
[bookmark: _Hlk117000473]b.  Sasaran Penyidikan Tindak Kriminal 
Sasaran penyidikan adalah untuk menyelesaikan perkara pidana yang sedang berlangsung, dimana terdapat kesesuaian antara pasal yang disangkakan dan perbuatan pidana kriminal yang dilakukantersangka. Perkara juga harus memuat kesesuaian antara tempat kejadian perkara, dan alat bukti sehingga koheren pada satu rangkaian. Tujuan utamanya adalah agar berkas dapat diterima Kejaksaan (tahap 1), kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan (tahap 2).


2.	Integrasii
a. MampuuMelakukannSosialisasii
[bookmark: _Hlk117008040]   iMengenaiiTindakkKriminal 
Meskipun Polres IB I Palembang telah mampu memberikan laporan tindak kriminal dengan baik namun  masih memiliki kekurangan/kendala diantaranya masih minimnya sosialisasi mengenai Kamtibmas, dalam hal ini Pembinaan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang.

b. PengembangannKonsensussDengan BerbagaiiMacammPihakkYanggMemilikii Kepentingann(stakeholder) lainnyaa 
Konsensus adalah pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam Penyidikan Tindak Kriminal sebagai wujud kesatuan utuh tanpa perbedaan. Dalam rangka menindaklanjuti temuan dan keterangan petugas intelijen dan informasi masyarakat mengenai tindak kriminal, penyidik Polri bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan kegiatan gelar patroli keamanan secara terpadu.

c. [bookmark: _Hlk117008140]KomunikasiiTerkaittKoordinasiiDengannLembagaadannKepadaaMasyarakattMengenai Tindak Kriminall
Komunikasi yang baik dalam koordinasi dan kerjasama antar iInstansi penegak hukum terkait yaitu Polsek Ilir Barat I Palembang, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kota Palembang, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan, telah dilakukan dalam upaya penyidikan terhadap tindak Kriminal, serta menghindari tumpang tindih kewenangan dan pedoman yang diperlukan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Berkomunikasi dengan masyarakat dalam penanganan tindak kriminal yang dilakukan mengutamakan upaya pendekatan dengan : Preventif, Persuasif dan Represif.

3.	Adaptasii
a. ProsessPenentuannPenyidikkYangg KompetennTerhadappTindakkKriminall
Menurut Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan pejabat penyidik tindak kriminal adalah: 1. Pejabat Penyidik Polri meliputi Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu; dan 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tampaknya wawasan dan integritas penyidik belum cukup baik dan perlu ditingkatkan, kualifikasi staf pengawas belum terpenuhi, pengawas masih berada pada tingkat sekolah menengah atas, dan belum ada penyidik yang bersertifikasi.

b.ProsessPenyidikannBerdasarkannA  turanndannProsedurrYanggditetapkannSecara Legal
Dasar Hukum Penyidikan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ilir Barat I Palembang berdasar pada : a. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) KUHAPb. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas        Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.





DAFTAR PUSTAKA

[bookmark: _GoBack]Adimas, Moch. 2018. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
Andi Hamzah. 1993. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: CV Sapta Arta Jaya.
Ari Kunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
Bassar, M.S. 1986. Tindak Pidana Tertentu. Bandung. Ghalia.
BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2022. 
Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2009. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.
Harahap, M.Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap.Jakarta : Sinar Grafika.
Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika
Ihsan, K. 2016. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). JOM Fisip Vol. 3 No. 2, 1-1
Kartono. 2019. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.
Kepolisian Republik Indonesia. 2009. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Gangguan Keamanan dan ketertiban Masyarakat. Jakarta: Polisi Republik Indonesia.
Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Light, D. S., & Craig, C. 1989. Sociology. New York: Random House.
Marpaung, Leden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno. 2010. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty
Moleong, Lexy J. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mustafa, Abdullah. 1983. Intisari Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia
Pirdianto, Tedi. 2013. Efektivitas Peranan Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Polres Lampung Barat). Tesis. Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universiras Lampung. Bandar Lampung.
Salim, Peter dan Yenni Salim. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.Bumi Aksara.
Simanjuntak, Nikolas. 2012. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalian Indonesia.
Singarimbun, Masri,Sofian Effendi, 2011.Metode Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta.
Sofyan, Andi dan Abdul Asis. 2014. Hukum Acara Pidana suatu Pengantar. Jakarta : Kencana
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
WJS Poerwadarminta, 1989.Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :
PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana 
PERKABA No. 1 Tahun 2014 tentang SOP Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana 
PERKABA No. 2 Tahun 2014 tentang SOP Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
PERKABA No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
PERKABA No. 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana 

